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Perdebatan mengenai ruang lingkup UU Kamnas memunculkan usulan agar pembagian keamanan nasional didasarkan kepada: (1) Civil Order, situasi di mana pemerintah dan aparat polisi dan jaksa berfungsi dengan baik, (2) Civil Disorder, di mana terjadi ketiadaan hukum sehingga keadaan tidak bisa lagi dikontrol polisi, termasuk, tentunya juga dalam situasi perang. Dalam menghadapi keadaan ini, bantuan TNI ditujukan pada pimpinan otoritas tertinggi sipil karena tidak dikenal istilah bantuan TNI kepada polisi. Jika kita bisa menempatkan civil order dan civil disorder secara tepat, maka kita bisa melihat pembagian tugas TNI dan POLRI secara lebih jelas. 

Pertemuan kali ini juga memunculkan pertanyaan, apakah ruang lingkup UU Keamanan Nasional hanya mencakup ancaman-ancaman bagi pertahanan atau sampai mengatur masalah keyakinan seseorang. Berkaitan dengan sinkronisasi dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, UU Kamnas seharusnya juga dimaksudkan sebagai perbaikan terhadap undang-undang tentang pertahanan negara dan pengaturan kembali fungsi dan tugas institusi yang berkaitan dengan masalah keamanan nasional.
Yang menjadi pembahasan utama dalam diskusi hari ini adalah mengenai siapa aktor dan institusi yang melaksanakan kebijakan keamanan, bagaimana fungsi masing-masing, dan bagaimana koordinasi antar aktor di bidang keamanan nasional. Masalah yang masuk dalam wilayah abu-abu, seperti terorisme dan kejahatan di laut, harus dicarikan dasar hukumnya agar dapat ditemukan secara tepat ruang lingkup dan kewenangan masing-masing institusi dan aktor. 
UU Keamanan Nasional harus terfokus pada fungsi dan otoritas. UU tersebut juga harus jelas mengatur mengenai dalam situasi seperti apa keamanan nasional terancam, bagaimana situasi keterancaman tersebut ditetapkan, dan siapa yang mempunyai otoritas menyatakan keadaan darurat. Empat unsur yg juga perlu diatur dalam rancangan UU Keamanan Nasional, yaitu: (1) Eskalasi, (2) Strategi Kontingensi, (3) Kapasitas Institusi, dan (4) Sekuritisasi atau Politisasi. Selain itu, UU Kamnas juga perlu mengatur Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (sishankamrata) yang terbagi dua, yakni: Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanrata), dan Sistem Keamanan Rakyat Semesta (Siskamrata). UU Kamnas juga perlu mengatur empat sistem yang akan memperkuat reaksi negara ketika terjadi kontigensi, yaitu: Sistem Peringatan Dini (Early Warning System), Sistem Pencegahan Dini (Early Preventive System), dan Sistem Respon Cepat (Rapid Respond System).
Pada akhir pertemuan sesi ini belum dapat dicapai kesepahaman mengenai ruang lingkup keamanan nasional. Perdebatan yang ada belum menyentuh aspek-aspek penting di atas, sehingga masalah mengenai ruang lingkup akan kembali didiskusikan dalam pertemuan berikutnya, bersamaan dengan pembahasan tentang tataran kewenangan institusi dan aktor.
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